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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dari Bab I sampai dengan 

Bab IV penelitian hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 

1. Pertimbangan hakim terhadap surat perintah penghentian penyidikan yang 

diterbitkan oleh polri melalui lembaga praperadilan sebagaimana Putusan No. 

8/Pid.Pra/2020/PN.Mks. dan Putusan Nomor 31/PID.PRA/2020/PN.Bdg, 

dimana di dalam kedua putusan tersebut telah membuktikan atas penerbitan 

surat perintah penghentian penyidikan oleh polri adalah tidak sah dan 

diperintahkan proses penyidikan tersebut untuk dilanjutkan. Pembatalan 

terhadap surat perintah penghentian penyidikan tersebut dikarenakan hakim 

menganggap alasan tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses penyidikan 

tidak dapat dibenarkan karena apa yang telah dibuktikan oleh masing-masing 

pemohon praperadilan dianggap berdasar pada hukum, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terhadap terbitnya suatu surat perintah penghentian 

penyidikan terbuka ruang untuk dilakukan pengujian oleh pihak yang 

berkepentingan guna memperoleh kepastian hukum dan keadilan yakni melalui 

lembaga praperadilan sebagai bentuk pengawasan penegakan hukum. 

2. Penulis menilai di dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan 

dalam proses penanganan perkara ada ketidaksesuaian di dalam memutuskan 

suatu alat bukti dalam hal ini penyidik polri sebagai penegak hukum, namun  

batalnya SP3 dimaksud bukan semata-mata kesalahan penyidik polri atau ada 

faktor lainnya. Penulis menilai tidak semata-mata kesalahan ada di pihak 



75 
 

penyidik polri selaku penegak hukum karena sebagai penegak hukum penyidik 

polri telah melakukan upaya yang maksimal terhadap peristiwa yang terjadi 

atau dinamika yang ada terhadap kasus yang sedang ditangani khususnya oleh 

penyidik polri. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sampaikan di atas, kiranya 

ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai masukan terkait penerbitan surat 

penghentian penyidikan, yaitu sebagai berikut: 

1. Penyidik polri diharapkan dapat menelaah lebih dalam terkait dengan kasus 

yang sedang ditangani sehingga sebelum menentukan apakah terhadap kasus 

dimaksud dapat diteruskan sampai dengan dilimpahkan ke penuntutan atau 

tidak dapat dilanjutkan berdasar pada pertimbangan hukum yang berkeadilan 

bagi masing-masing pihak, maka pada saat perlu menerbitkan surat perintah 

penghentian penyidikan pun dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik yang 

bersangkutan karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. 

2. Untuk mencegah atau meminimalisir terbitnya surat perintah penghentian 

penyidikan yang dibatalkan melalui lembaga praperadilan kiranya Polri dapat 

terus meningkatkan kemampuan para penyidik dengan rutin mengadakan 

pendidikan dan pelatihan yang komprehensif dan berkesinambungan yang pada 

akhirnya akan menghasilkan kualitas proses penyidikan yang lebih baik di 

masa-masa mendatang. 
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